BUPATI ACEH TAMIANG
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG
PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL
DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI ACEH TAMIANG,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas
pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan
pemerintahan daerah yang dilakukan oleh Inspektorat
Kabupaten Aceh Tamiang sesuai dengan kebijakan dan
arah pelaksanaan pembinaan dan pengawasan yang
telah ditetapkan, perlu melakukan perubahan terhadap
Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 4 Tahun 2013
tentang Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai
Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor
4 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas bagi Pejabat
Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten
Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan
Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe
Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor
17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4176);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang ...
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3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Negara Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012
tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat
Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

12. Qanun Kabupaten ...
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12. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 5 Tahun 2006
tentang Kedudukan Protokuler dan Keuangan Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Aceh Tamiang (Lembaran Daerah Kabupaten
Aceh Tamiang Tahun 2006 Nomor 49, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 10) sebagaimana
telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang
Nomor 14 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Qanun
Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 5 Tahun 2006 tentang
Kedudukan Protokuler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Aceh Tamiang (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh
Tamiang Tahun 2008 Nomor 14);

13. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 15 Tahun 2010
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun
2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 28);

14. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 4 Tahun 2013
tentang Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai
Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Tamiang
Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 4 Tahun 2013
tentang Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai
Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG NOMOR 4 TAHUN 2013
TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA,
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Tamiang
Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas bagi Pejabat
Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor
12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Aceh Tamiang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas
bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak
Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang,
diubah sebagai berikut :

1. Diantara Pasal ...
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1. Diantara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) pasal,
yakni Pasal 13A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13A

(1) Bagi PNS dan Pegawai Tidak Tetap pada Inspektorat
Kabupaten Aceh Tamiang yang melakukan perjalanan
dinas pemeriksaan dan pengawasan dengan
lamanya waktu perjalanan dinas paling singkat 4
{empat) jam dalam wilayah Kabupaten Aceh Tamiang
dan Kota Langsa diberikan uang harian.

(2) Besaran Dbiaya perjalanan dinas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan
Keputusan Bupati dan merupakan batas tertinggi.

2. Ketentuan Pasal 18 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat
(6), sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1) Perjalanan dinas dapat diberikan untuk paling lama
6 (enam) hari kalender.

(2) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas melebihi
jumlah hari yang ditetapkan dalam SPD dan tidak
disebabkan oleh kesalahan/kelalaian Pejabat
Negara, PNS atau Pegawai Tidak Tetap yang
melakukan perjalanan dinas, dapat diberikan
tambahan uang harian, biaya penginapan dan sewa
kendaraan dalam kota.

(3) Tambahan uang harian, biaya penginapan dan sewa
kendaraan dalam Kota sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat dimintakan kepada PA/KPA untuk
mendapat  persetujuan dengan  melampirkan
dokumen berupa :

a. surat keterangan kesalahan/kelalaian dari
Syahbandar/Kepala Bandara/ perusahaan jasa
transportasi lainnya; dan/atau

b. surat keterangan perpanjangan tugas dari
pemberi tugas.

(4

Perjalanan dinas yang dilakukan secara
berkesinambungan atau berkelanjutan untuk
urusan dinas yang berbeda pada daerah yang sama,
kepada Pejabat Negara, PNS dan Pegawai Tidak
Tetap, hanya diperhitungkan tambahan uang harian
sesuai dengan hari dan lamanya urusan dinas
lanjutan.

(5) Dalam hal ...
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(5) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas kurang dari
jumlah hari yang ditetapkan dalam SPD atau telah
tiba kembali ke tempat kedudukan sebelum
waktunya, Pejabat Negara, PNS dan Pegawai Tidak
Tetap yang melakukan perjalanan dinas, wajib
mengembalikan kelebihan wuang harian, biaya
penginapan, uang representasi dan sewa kendaraan
dalam Kota yang telah diterimanya kepada PA/KPA.

(6) Perjalanan dinas untuk melaksanakan tugas
pemeriksaan dan pengawasan pada Inspektorat
Kabupaten Aceh Tamiang dapat diberikan paling
lama 12 (dua belas) hari kerja.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

Ditetapkan di Karang Baru

pada tanggal, 20 7%0:»1' 2016 M
0 e-aews 1437 H

Q BUPATI ACEH TAMIANG,

b

.S

Diundangkan di Karang Baru '%HAMDAN SATI
pada tanggal, 20 jenom 2016 M

-

6 eacwwr 1437 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH

NG, g

[4
RAZUA

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2016 NOMOR 7



